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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 
 
 
 
 
 

 

Tindak pidana dewasa ini semakin marak terjadi di Indonesia. Hal tersebut 

berkaitan dengan berbagai aspek, salah satunya pada aspek ekonomi. Salah satu 

penyebab maraknya tindak pidana yang terjadi karena kebutuhan ekonomi yang 

harus terpenuhi secara mendesak, sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia 

tidak dapat memenuhi semua masyarakat Indonesia untuk bekerja dan memperoleh 

penghasilan yang tetap. Hukum senantiasa berkembang dinamis, hukum yang baik 

adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (living law) dalam 

masyarakat, yang tentunya sesuai pula atau merupakan cerminan dari nilai – nilai 

yang berlaku di masyarakat, yang bertujuan untuk menjadi dasar memelihara 

ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat agar perilaku masyarakat sesuai 

dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi pendidikan 

konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta 

kurangnya keberanian konsumen untuk meyelesaikan kasus – kasus tersebut ke 

ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka 

alami.
1 

 

Salah satu sumber makanan yang berprotein adalah sumber protein hewani 

yaitu daging. Daging merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi 

yang baik untuk tubuh manusia karena kandungan gizinya tersebut. Daging juga 

 

 

1 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 11.
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merupakan media atau tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan dan 

perkembangbiakan kuman – kuman, baik kuman yang dapat menyebabkan 

pembusukan daging ataupun kuman yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan 

bagi manusia. 

 

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana 

pengoplosan daging sapi, hal ini disebabkan karena tindak pidana tersebut tidaklah 

sulit dalam melakukannya, hanya dengan memodalkan kemampuan seseorang 

dalam mengoplos daging sapi lalu mencampurkannya dengan daging babi, 

sehingga tidak mudah diketahui oleh orang lain serta meyakinkan orang lain 

melalui serangkaian kata – kata bohong atau fiktif, bahwa daging yang dijualnya 

adalah daging sapi asli tanpa campuran daging babi sehingga orang lain percaya 

 

bahwa daging tersebut adalah halal serta baik untuk dikonsumsi.
2
 Fenomena 

praktik pembuatan hukum berupa pengoplosan daging sapi yang dicampur dengan 

daging babi, serta jual beli yang tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan 

suatu bentuk tindak pidana penipuan dan atau penipuan yang terorganisir. Hal ini 

menunjukkan tidak hanya produk olahan saja yang dicampur babi namun juga 

daging segar. Pemalsuan daging sapi dengan daging babi sering dilakukan karena 

daging babi merupakan sumber protein hewani yang harganya murah dan mudah 

diperoleh di pasaran. Produsen nakal mendapatkan keuntungan yang lebih dari 

pemalsuan daging sapi, terlebih lagi pemalsuan dengan daging babi bertentangan 

dengan keyakinan agama Islam. 

 
 

 
2

 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra 
Aditya Bakti, 2010, hlm. 27. 
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Kasus di atas menimbulkan permasalahan yang besar, karena Indonesia 

merupakan negara mayoritas muslim terbesar di dunia. Fenomena praktik 

perbuatan hukum berupa pengoplosan daging sapi dan celeng serta jual beli yang 

tidak sesuai dengan kaidah hukum merupakan suatu bentuk pidana berupa 

penipuan dan atau penipuan yang terorganisir, yang melibatkan beberapa pihak 

untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu pihak penyedia daging celeng yang 

bekerjasama dengan pihak yang mengoplos daging, pihak yang menampung 

daging dan pihak yang memasarkan daging tersebut. Umumnya, para pihak pelaku 

melakukan tindak pidana tersebut demi meraup keuntungan yang banyak. Hak 

konsumen ialah berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut, sesuai dengan nilai tukar dan kondisi 

serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 

mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu hak untuk didengar 

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hak untuk 

mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa 

perlindungan konsumen secara patut.
3 

 

Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Hak untuk 

diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Hak 

untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana 

mestinya serta hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- 

 
 

3 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 42.
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undangan lainnya. Selama masih ada konsumen yang dirugikan, masalah 

perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh 

pelaku usaha perlu dicermati secara saksama. Apabila tidak berhati-hati dalam 

memilih barang atau jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek 

untuk memperoleh keuntungan semata oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung 

jawab. Tanpa disadari konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang 

dikonsumsinya. 

 

Beberapa pihak yang terlibat dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu pihak 

penyedia daging babi yang bekerja sama dengan pihak yang mengoplos daging sapi, 

pihak yang menampung daging oplosan dan pihak yang memasarkan daging oplosan 

tersebut untuk dijual demi meraup keutungan yang banyak. Selain itu, beberapa 

golongan masyarakat juga mempunyai hipersensitivitas atau intoleran terhadap daging 

babi. Isu-isu keamanan pangan tersebut dapat diketahui dengan identifikasi keaslian 

bahan pangan asal hewan agar tercipta keamanan pangan. Masalah perlindungan 

konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan 

akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak 

konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, 

masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan.
4 

 

Perlindungan  konsumen  merupakan  salah  satu  perkembangan  hukum  di 
 

sekali dijumpai kasus – kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku  
 

 

4
  Haris Hamid, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Sah  Media, Jakarta, 2000, 

hlm. 21. 

file:///C:/Users/erwin/Downloads/RAMA_74201_02011281520332-converted%20(1).docx%23_bookmark10


 
 
 
 

usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas 

produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, 

penipuan, dan periklanan yang menyesatkan, merugikan konsumen secara finansial. 

 

Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara 

seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak 

bermunculan berbagai macam produk barang/pelayanan jasa yang dipasarkan 

kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran 

barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk barang/jasa 

yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku 

usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu 

saja barang/jasa yang dikonsumsinya.
5 

 

Penjualan daging sapi yang dicampur dengan daging babi yang sebagaimana 

dalam Putusan Pengadilan Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN. Jkt.Sel. Bahwa terdakwa 

EKA PRAYITNA bersalah melakukan Tindak Pidana “Pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu pelaku usaha 

dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang 

tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan 

ketentuan perundang-undangan. Tindak Pidana yang terjadi bertempat di sebuah 

kios tempat pengilingan daging Pasar Cipete Utara Kebayoran Baru Jakarta 

Selatan, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum 

  
5

 Janus Sidabalok, Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2010, hlm. 94. 
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Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pelaku usaha yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi 

dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa, yang tidak memenuhi atau tidak 

sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan, 

pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang konsumsi 

umat islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat islam. 

 

Kemudian terdakwa menjual daging sapi yang telah dibelinya dari CV. 

Pandawa Express kepada para konsumen sebagai bahan tambahan menjadi bakso 

sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per/kg dengan maksud dan tujuan 

agar pelanggan/konsumen tertarik dan mau membeli dan menggiling daging di 

tempat terdakwa, dimana terdakwa mengaku proses pembuatan baso di kiosnya 

adalah dengan mencampurkan daging sapi impor yang dibelinya dari CV. 

Pandawa Expres dan tidak menjual daging jenis lain/ tidak mengandung unsur babi 

kemudian digiling lalu diberikan terigu dan bumbu selanjutnya dijual kepada para 

konsumen. Bahwa perbuatan terdakwa adalah tidak sesuai dengan janji yang 

dinyatakan dalam keterangannya kepada para konsumen dalam menjual daging 

hanya menggunakan daging sapi sebagai bahan tambahan untuk diolah menjadi 

bakso dan tidak menggunakan jenis daging lainnya, dimana ternyata setelah 

dilakukan pemeriksaan hasil laboratorium KESMAVET daging yang 

diperjualbelikan terdakwa mengandung unsur babi, terdakwa telah mencampurkan 

daging sapi dengan daging babi (daging oplosan) untuk dijual kepada 

konsumen/masyarakat luas, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen 



 
 
 
 

diantaranya konsumen yang beragama islam atau muslim yakni pangan tersebut 

 

mengandung unsur babi / bahan haram dilarang dikonsumsi oleh umat islam. 
 

 

Selanjutnya Putusan Pengadilan Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO. Bahwa 

terdakwa SUNGADI BIN SOMO SUMALI melakukan Tindak Pidana 

memproduksi dan atau memperdagangkan barang berupa daging sapi yang tidak 

memenuhi atau tidak sesuai dengan standart yang di persyaratkan dan ditentukan 

perundang-undangan yang dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut 

di atas,sebelumnya para terdakwa mendapat pesanan daging sapi dari SUMIATI, 

RUMIATUN dan SRINGATUN adalah pedagang daging sapi Ponorogo, kepada 

para terdakwa yang akan dijual lagi.kemudian para terdakwa membawa daging 

sapi dari Kab.Boyolali pada hari jum’at tanggal 07 Oktober 

 
2011 sekitar pukul 22.00 wib sebanyak 200 Kg dan 8 Kg jeroan diangkut dengan 

mobil Panther Pick-Up warna hitam Pada Pasal 4 butir a, tercantum bahwa 

konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 

mengkonsumsi barang dan atau jasa. Pelanggan juga berhak atas informasi yang 

benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir 

c). Mobil yang di kemudikan terdakwa I SUNGADI Bin SOMO SUMALI dibawa 

ke Kab.Ponorogo, yang rencananya oleh terdakwa dijual dengan harga Rp.50.000 / 

Kg kepada para pemesan daging sapi (SUMIATI, RUMIATUNdan 

SRINGATUN). 

 

Menurut kedua Putusan Pengadilan diatas, diatur dalam dakwaan Pasal 62 

ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 



 
 
 
 

tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal Menteri 

Agama Republik Indonesia. Pasal 62 ayat (1) berbunyi, “Pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berbunyi, 

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa 

yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal”, Pasal 9 berbunyi, 

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang 

dan/atau jasa secara tidak benar”, Pasal 10 berbunyi, “Pelaku usaha dalam 

menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 

menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang 

tidak benar atau menyesatkan”, Pasal 13 ayat (2) berbunyi, “Pelaku usaha dilarang 

menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen 

makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan 

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain”, Pasal 15 berbunyi, “Pelaku 

usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara 

pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun 

psikis terhadap konsumen”, Pasal 17 berbunyi “Mengelabui konsumen mengenai 

kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau jasa serta ketepatan 

waktu penerimaan barang dan/atau jasa”, dan Pasal 18 berbunyi, Pelaku usaha 

dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan 

dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen 

dan/atau perjanjian”. Sementara itu, Pasal 7 menuliskan kewajiban pelaku usaha 

diantaranya beritikad baik dalam melakukan 



 
 
 
 

kegiatan usahanya (butir a), serta memberikan informasi yang benar, jelas, 

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa (butir b).
6 

 

Perbuatan yang bertentangan dengan tujuan untuk menciptakan iklim usaha 

yang sehat, seperti pengoplosan daging sapi yang dicampur daging babi dapat 

dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hukum Indonesia memandang, bahwa 

pengoplosan daging sapi yang dicampur dengandaging babi merupakan perbuatan 

yang dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur – unsur perbuatan pidana. 

Pertama unsur subyektif, yakni unsur yang berasal dari dalam diri pelaku yang 

meliputi perbuatan disengaja (dolus) atau karena kelainan (culpa). Kedua adalah unsur 

obyektif, yakni unsur yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri atas perbuatan 

manusia, akibat perbuatan manusia, keadaan – keadaan, adanya sifat melawan hukum, 

 

dan adanya sifat dapat dihukum.
7

 Maka berdasarkan penelitiaan mengenai 

pertanggungjawaban pidana terhahap penjualan daging sapi oplosan yang 

mengandung daging babi, dari gambaran latar belakang masalah diatas penulis akan 

membahas dalam hal mengenai persoalan masa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh 

hakim relatif rendah dan mengangkat judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA 

 

TERHADAP TINDAK PIDANA PENJUALAN DAGING SAPI OPLOSAN 

YANG MENGANDUNG DAGING BABI” 

 

B. Rumusan Masalah  
 
 
 
 
 

6
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199, Pasal 62 ayat (1) Tentang Pelindungan 

Konsumen 
7 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001,

 

hlm 44. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis 

mengangkat beberapa permasalahan, yaitu : 

 

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam Putusan Pengadilan 

Nomor: 295/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel, dan Putusan Pengadilan 

Nomor: 484/Pid.B/2011/PN.PO, terhadap tindak pidana penjualan 

daging sapi oplosan yang mengandung daging babi ? 

 
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi ? 

C. Tujuan Penelitian 

 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

 
1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sanksi pidana 

atas penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging babi. 

 
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penyebab terjadinya 

tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang mengandung daging 

babi. 

 
D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah 

 

1. Secara teoritis 

 

a. Hasil penulisan ini diharapkan berguna sebagai pengembangan 

ilmu hukum, sebagai bahan rujukan atau literature dalam proses 

belajar mengajar , dan bahan bagi peneliti lain. 

 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu 

hukum, khususnya yang berkaitan dengan peranan hukum tentang 



 
 
 
 

tindak pidana penjualan daging sapi yang dicampur daging 

babi, serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan. 

 
c. Untuk mendalami dan mempraktekkan teori-teori yang telah 

diperoleh selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum 

Universitas Sriwijaya. 

 
2. Secara Praktis 

 

a. Bagi pihak – pihak yang mempunyai kasus yang sama yaitu 

penjualan daging sapi yang mengandung daging babi, skripsi ini 

dapat digunakan sebagai pemahaman dari sanski pidana yang akan 

dikenakan kepada pihak terdakwa. 

 
b. Bagi hakim dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat keputusan bilamana ditemukan kasus yang menyerupai 

permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. 

 
c. Bagi Mahasiswa dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan 

literatur bilamana mendapat tugas yang menyerupai permasalahan 

yang diangkat dalam skripsi ini. 

 
E. Kerangka Teoritik 

 

 
Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan 

 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.
8 

 

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan,pendapat,  
 
 

 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986,

 
 

hlm.125 
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cara, aturan, asas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi acuan, 

 

landasan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan. 
 

 

a. Teori Pembuktian 
 

 

Kata ”pembuktian” berasal dari kata ”bukti” artinya ”sesuatu yang 

menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan ”pem” 

dan akhiran ”an”, maka pembuktian artinya ”proses perbuatan, cara 

membukti-kan sesuatu yang menyatakankebenaran suatu peristiwa”, 

demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan ”mem” dan 

 

akhiran ”an”, artinya memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti”.
9

 

Pembuktian merupakan bagian penting dalam pencarian kebenaran 

materiil dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Sistem Eropa Kontinental 

yang dianut oleh Indonesia menggunakan keyakinan hakim untuk menilai 

alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam pembuktian ini harus 

memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa. Kepentingan 

masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus 

mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan 

stabilitas dalam masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa 

ia harus diperlakukan dengan adil sesuai dengan asas Presumption of 

Innocence, sehingga hukuman yang diterima oleh terdakwa seimbang dengan 

kesalahannya. 

 
 
 
 
 

9
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P & K, 

Jakarta, Balai Pustaka,1990, hlm. 133. 
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Banyak ahli hukum yang mendefinisikan pembuktian ini melalui 

makna kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno 

 

Mertokusumo
10

 disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar 

yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan 

guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. 

Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh 

 

Subekti
11

 menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim 

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu 

persengketaan
12

. 
 

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan 

dapat dinyatakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para 

pihak yang sebenarnya dan didasarkan pada dalil-dalil yang 

dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya hakim akan 

mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah.Proses 

pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk 

menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima 

akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.
13 

 
 
 
 
 
 
 

 

10
 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, hlm. 

43.  
11

 Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta :Pradnya Paramitha, hlm. 1 
12

 Ibid. 
13

 Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 11 
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Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa 
 

pidana telah terjadi mempertanggungjawabkannya.
14

 Pembuktian adalah 

ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-

cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang 

 

didakwakan kepada terdakwa.
15

 Pembuktian juga merupakan ketentuan 

yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan 

boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. 

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang 

mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem 

yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan 

bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan 

menilai suatu pembuktian.
16 

 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan 

penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat 

peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya. 

  
14

 Darwan Prinst, 1998, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Jakarta: Djambatan, 

hlm.133. 
 

15
 M.Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Jakarta: Sinar 
Grafika, hlm. 273. 

16
 Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung: Mandar Maju, hlm.10. 
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b. Teori Pertanggungjawaban Pidana 

 

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas 

culpabilitas), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas 

kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan 

berpasangkan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. 

Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana 

berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menuntup 

kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability) 

dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan 

(error) baik kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep 

merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali 

kesesatan itu patut dipersalahakan kepadanya.
17 

 
Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum 

pidana harus digunakan untuk mewujdkan masyarakat adil dan makmur 

merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk 

mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu 

penggunaan sarana hukum pidana dengan sanksi yang negatif harus 

memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja dari insitusi terkait, 

sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting) dalam 

melaksanakannya.
18 

 

 
17

 Barda NawawiArief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 
Penanggulangan Kejahatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.hlm. 23.  

18
 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Jakarta, 

Bina Aksara,1993 hlm. 49. 
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1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana 

 

Ruslan Saleh menyatakan bahwa; tidaklah ada gunanya untuk 

mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila 

perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih 

lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian 

tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur 

kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang 

dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan 

dipidanannya terdakwa maka terdakwa haruslah : 

 
a. Melakukan perbuatan pidana; 

 
b. Mampu bertanggung jawab; 

 
c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan 

 
d. Tidak adanya alasan pemaaf 

 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut 

diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana 

dimaksud dapat dinyatakanmempunyai pertanggungjawaban pidana, 

sehingga ia dapat dipidana. Bentuk – bentuk kesalahan terbagi menjadi 

dua , yaitu : 

 
a. Dolus/ Sengaja 

 
b. Culpa / Lalai 

 

Kesengajaan (dolus) adalah segaja merupakan perbuatan yang di 

kehendaki dan diketahui. Hal ini berarti seseorang yang berbuat 

 



 
 
 
 

sengaja itu harus dikehendaki apa perbuatan dan harus diketahui juga 

atas apa saja yang diperbuat. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk 

sebagai maksud apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya, ia 

tida pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui 

akibat bahwa akibat perbuatannya tidak terjadi.
19 

 
Kesalahan dalam hukum pidana mempunyai beberapa pengertian 

yang sudah lazim dipakai di Indonesia, yaitu disamping kesalahan 

yang diartikan sebagai suatu kesengajaan, kesalahan juga diartikan 

sebagai berikut;
20 

 
a. Sifat tercela (umumnya ini merupakaan syarat yang tidak 

ditulis) bagi suatu perbuatan yang belum pasti dapat dihukum, 

tetapi pelakunya sudah dapat dicela 

 
b. (verwijtbaar) karena melakukan perbuatan yang tidak terpuji. 

 

c. Kesalahan (schuld) dalam arti kecerobohan (adanya niat), 

karenanya istilah kesalahan atau schuld disini hanya suatu 

penamaan saja meskipun terkadang dalam bahasa belanda 

disebut sebagai roekeloos 

 
d. Kealpaan (nalatingheid), seperti yang disebut dalam pasal 

359 KUPH yang juga diterjemahkan sebagai kurang hati-hati. 

 
Bahwa tindakan pidana setidak-tidaknya terdiri dari unsur 

 

yaitu:
21

 a. Unsur obyektif 
 
 

19
Moeljatno, Perbuatan Pidana Pertanggungjawaban Dalam Hukum 

Pidana, Jakarta, Binaksara,1993, hlm.51.  
20

 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia (suatupengantar), Bandung, 
Refika Aditama, 2011, hlm. 11  

21
 Ibid, hlm. 220 
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Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar diri si pelaku 

 

1. Perbuatan (handeling) 

 
2. Akibat (gevole) 

 
3. Masalah-masalah (omstandingheden) 

 
b. Unsur subjektif 

 

Yaitu unsur-unsur yang terdapat pada diri si 

pelaku, yang berupa: 

 
1. Pertanggungjawaban di pelaku 

 
2. Kesalahan (schuld) yang dikaitkan dengan si pelaku 

Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut wujud sifatnya adalah 

 
bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh 

hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum (melanggar) 

hukum. Tetapi tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau 

 

merugikan masyarakat diberikan sanksi pidana.
22

 Perbuatan melawan 

hukum dengan unsur kelalaian berbeda dengan perbuatan melawan 

hukum dengan unsur kesengajaan. Dengan kesengajaan, ada niat 

dalam hati dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugiaan tertentu 

bagi korban, atau paling tidak mengetahui secara pasti bahwa akibat 

dari perbuatannya tersebut akan terjadi, akan tetapi dalam kelalaian 

tida ada niat dalam dari pihak pelaku untuk menimbulkan kerugiaan, 

 
 
 
 
 
 
 

 
22 Moeljrtno, Asas-asas Hukum Pidana,(Jakarta,Rineka Cipta,2002) hlm. 2-3.
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bahkan mungkin ada keinginannya untuk mencegah kerugiaan 

tersebut.
23 

 
Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terdakwa 

didadarkan pada pasal 183 Kitab Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) yang menyatakan seorang hakim dalam menjatuhkan 

pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 

sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana 

bener-bener terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Secara 

kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim 

dalam melaksakaan kekeuasaan hakim
24 

a. Hakim hanya tunduk pada keadilan 

 
b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi 

atau mengarahkan seorangpun yang dijatuhkan oleh hakim 

 
c. Tidak ada konsenkuensi terhadap pribadi hakim 

dalm menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. 

 
c. Teori Dasar Pertimbangan Hakim 

 

Undang-undang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim 

bebeas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 Undang-undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim 

 
 

23
 Munir fuady, Perbuatan Melawan Humum (pendekatan kontenporer), Bandung, PT. 

Citra Aditya, 2005, hlm. 72-73.  
24

 Ahmad Rifai,Penemuaan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, 
Jakarta, sinar Grafika, 2010, hlm. 103. 
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dalam memberikan putusan harus membuat alasan-alasan dan dasar-dasar 

putusan itu , juga harus memuat pula pasal-pasal-pasal tertentu dari 

peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. Menurut Mackenzei, ada beberapa teori 

atau pendekatan yang dapat dipergunakaan oleh hakim dalam 

mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara
25

. 

1. Teori Keseimbangan 

 

Yang dimaksud dengan teori kesimbangan adalah 

keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh 

undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan 

dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan 

yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban. 

 
2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi 

 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakaan diskresi atau 

kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan 

putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang 

wajar bagi setiap pelaku tindak pisana, hakim akan melihat 

keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara 

pidana. 

 
3. Teori Pendekatan Keilmuan  

 

25
 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2010, hlm. 105-106. 
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Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses 

penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh 

kehati-hatiaan khususnya dalam kaitannya dengan putusan-

putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari 

putisan hakim. Pendekatan ini merupakaan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak 

boleh sematamata atas dasar intuisi semata, tetapi harus 

dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuaan 

dalam menghadapi perkara yang harus diputuskannya. 

 
4. Teori Pendekatan Pengalaman 

 

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat 

membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang ada 

setiap hari. Dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang 

hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang dijatuhkan 

dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, 

korban maupun masyarakat. 

 
5. Teori Ratio Decidendi 

 

Teori ini didasarkam pada landasan filsafat yang mendasar 

yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 

pokok perkara yang disengketakan, kemudiaan mencari 

peraturan perundang-undangan yang releven dengan pokok 

perkara sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan untuk 

menegakkan hukum dan keadilan bagi para pihak berpekara. 



 
 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 
 

 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik guna memenuhi syarat 

penulisan skripsi yang memadai, serta untuk mempermudah pengumpulan data dan 

pembahasannya, maka materi dalam penulisan ini memerlukan adanya ruang 

lingkup. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi merupakan hal yang penting, yaitu 

agar pembahasan tidak menyimpang dari tujuan penelitian semula, demikian juga 

agar bahan yang dicari dan diteliti dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan 

penelitian. Penulisan skripsi ini mengkaji masalah hukum menyangkut penerapan 

sanksi pidana terhadap tindak pidana penjualan daging sapi oplosan yang 

mengandung daging babi. 

 

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 
 

 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

yuridis-normatif. Metode Penelitian yuridis-normatif dilakukan dengan 

mempelajari teori-teori, konsep-konsep serta peraturan-peraturan yang ada 

kaitannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini dapat dikategorikan 

sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif 

merupakan penelitian yang ditujukan kepada usaha untuk memperoleh 

gambaran fakta atau gejala tertentu dan menganalisanya secara intensif dan 

ekstensif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Menurut J 

Supranto penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memperoleh 



 
 
 
 

gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu 

(gambaran pada waktu sesaat) atau perkembangan tentang sesuatu. 

 

2. Pendekatan Penelitian 
 

 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian 

menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini menggunakan sumber-

sumber yang dilakukan dengan cara meneliti melalui buku-buku, jurnal dan 

bahan pustaka lainnya yang mendukung dalam penelitian skripsi ini dan 

adapun pendekatan lain yang digunakan dalam meneliti yaitu pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan 

bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-

asas hukum serta peraturan perundang -undangan yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, 

yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan 

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
26 

 
a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan 

dilakukan dengan mengkaji semua undang-undang dan pengaturan 

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani
27

. 

 
 

 

26
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13. 
27

Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: 

Bayumedia Publishin, 2005, hlm. 241. 
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b. Pendekatan konseptual (conceptual approach) ini bersumber dari 

pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang 

didalam ilmu hukum.
28

 

 
c. Pendekatan Kasus (case approach) adalah pendekatan dilakukan 

dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan 

isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan 

kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan 

hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut 

adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan 

sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan 

isu hukum yang dihadapi.
29

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Sumber bahan hukum yang digunakaan adalah bahan hukum yang 

didapatkan melalui sumber bahan hukum sekunder yaitu didapatkan 

memelui sumber diperoleh oleh penulis melelui bahan kepustakaan atau 

sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari 3 bahan pustaka sumber bahan 

hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

 
a. Bahan Hukum Primer 

 
1) Undang-undang Dasar 1945 

 
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  

 
 
 

 
28 Ibid, hlm. 96.

 
 

29 Ibid, hlm, 94.
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3) Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU RI No. 
 

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 

 
4) Putusan Mahkamah Agung. 

 
b. Bahan Hukum Sekunder 

 
Bahan Hukum Sekunder adalah publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen resmi
30

. Bahan sekunder meliputi bahan semi-

nar, jurnal, laporan penelitian, media surat kabar, internet, buku-buku 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam tesis ini. 

 
c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai 

bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari 

kamus, majalah, surat kabar, dan sebagainya.31 Dimana peneliti 

menggunakan artikel-artikel dan berita-berita yang berkaitan dengan 

permasalahan ini. 

 
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan 

pada bahan hukum kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan 

dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian yang digunakan ini akan 

membahas dan menganalisis data dengan pendekatan secara kualitatif yaitu 

dengan melakukan uraian secara naratif dari sumber buku, artikel, 

 

 
30 Ibid, hlm, 98.

 
 

31 Ibid, hlm, 99.
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jurnal, dan sumber literatur lain yang relevan dengan sumber 

permasalahan terkait. 

 

5. Analisis Bahan Hukum 

 

Analisis bahan hukum yang dilakukan adalah berdasarkan sifat 

penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif 

analisis, analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan 

kualitatif terhadap bahan hukum primer dan data sekunder. Deskriptif 

tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang 

dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

menjadi objek kajian.
32 

6. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

menggunakan penarikan kesimpulan deduktif. Penarikan kesimpulan 

deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum 

yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan 

yang bersifat lebih khusus.
33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

32 Ibid, hlm, 15.
 

 
33 Ibid, hlm, 10
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